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KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 
NOMOR: 33 /SB /2011 

TENTANG 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT, 

Menimbang a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 November 2011, Gubernur telah 
menyampaikan Neta Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

Mengingat 

b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Berm6tor sebagaimana dimaksud huruf a, dibahas 
sesuai dengan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 
yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Qaerah Provinsi Sumatera Barat terhadap terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor; 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- · 
Undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1546); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali. dirubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan- (Lembaran 
Negara Republik Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999); 



4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3987); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, · 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5234; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 201 O tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 201 O tentang Jenis Pajak 
Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 O Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Tarif Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Provinsi Sumatera Barat; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Norn or : 10 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 9 Tahun 2010 
tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 

Memperhatikan : 1. Laporan Pembahasan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat 
Paripurna, tanggal 20 Desember 2011. 

2. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat 
Paripurna, tanggal 20 Desember 2011. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! 
SUMATERA BARAT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT TERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BAHAN 
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR MENJADI PERATURAN DAERAH. 

PERTAMA Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Kendaraan 
Bermotor menjadi Peraturan Daerah ; 

KEDUA Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum 
Pertama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu 
dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah 
yang dituangkan dalam Neta Persetujuan Bersama yang ditanda tangani 
oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD: 
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KETIGA 

KEEMPAT 

Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diatas, 
merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di : Padang 
Pada tanggal : 20 Desember 2011 
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